BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
180/017438 tanggal 4 November 2015 perihal Hasil
Klarifikasi Peraturan Bupati Sukoharjo, maka Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2015 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

www.jdih.sukoharjokab.go.id Page 1



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 259 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5593) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5669);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 297);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015
tentang Tata Cara  Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
684);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014
Nomor 12);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 60 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor
288);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2015.
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung
berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka
kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap
Desa.

(2) Jumlah Penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan
dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
bobot :

a. jumlah penduduk Desa sebesar 25 % (dua puluh
lima per seratus);

b. luas wilayah Desa sebesar 10 % (sepuluh per
seratus);

c. angka kemiskinan sebesar 35 % (tiga puluh lima
per seratus); dan

d. tingkat kesulitan geografis Desa sebesar 30 %(tiga
puluh per seratus).

(3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh faktor :

a. ketersediaan pelayanan dasar;
b. kondisi infrastruktur; dan
c. aksesibilitas/transportasi.

(4) Cara perhitungan besaran Dana Desa setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah sebagai berikut :

W = Alokasi Dasar + alokasi proposional

Keterangan :

w = Dana Desa setiap Desa

Alokasi Dasar = 90 % pagu Kabupaten dibagi
rata  jumlah Desa di
Kabupaten

Alokasi Proporsional = 10 % pagu Kabupaten yang
dibagi  jumlah Desa

berdasarkan (25% x Z1)+
(10% x Z2) + (35 % x Z3) +
(30% x Z4)

Z1 = Rasio jumlah penduduk
setiap Desa terhadap total
penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio luas wilayah Desa
terhadap luas wilayah
Kabupaten
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Z3 = Rasio  penduduk  miskin
setiap Desa dibagi penduduk
miskin Kabupaten

74 = Rasio IKG (Indek Kesulitan
Geografis) setiap Desa

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5

Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa
berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) dan Pagu Anggaran Dana Desa yang
ditetapkan dari Pemerintah Pusat, dengan besaran Dana
Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
Rekening Kas Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat
puluh per seratus);

b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh per seratus}; dan

c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (Dua
puluh per seratus).

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap [ dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan :

a. APB Desa Tahun berjalan; dan
b. Laporan Pertanggungjawaban APB Desa tahun
sebelumnya.

(4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III
dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan
realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

(5) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun
dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 10

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. Kepala desa tidak menyampaikan Peraturan Desa
mengenai APB Desa dan laporan realisasi
penggunaan Dana Desa semester II;

b. terdapat Silpa Dana Desa lebih dari 30% (tiga
puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran
sebelumnya; dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.
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(2) Penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai
APB Desa dan realisasi penggunaan Dana Desa
semester II kepada Bupati.

(3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

(4) Dalam hal Silpa Dana Desa lebih besar jumlah Dana
Desa ayang akan disalurkan pada tahap I, maka
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(5) Penundaan penyalurab Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan
penyaluran Dana Desa tahap II.

(6) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung
sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, Bupati
melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan.

(7) Bupati wajib menganggarkan kembali Dana Desa yang
ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) untuk diperhitungkan dalam penyaluran
tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 November 2015

Pj. BUPATI SUKOHARJO,

ttd
Diundangkan di Sukoharjo

pada tanggal 9 November 2015

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

AGUS SANTOSA

ttd

EKO ADJI ARTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2015 NOMOR 47
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